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ABSTRAK 

PERLINDUNGAN HUKUM PENGUNGSI POLITIK BERDASARKAN 

KONVENSI PENGUNGSI 1951 PADA NEGARA BUKAN PESERTA 

KONVENSI 

Oleh 

Eva Gresya Sinurat 

Fenomena pengungsi politik merupakan isu global yang semakin kompleks seiring 

dengan meningkatnya konflik politik, pelanggaran hak asasi manusia, dan 

ketidakstabilan pemerintahan di berbagai negara. Karena mereka mengungsi karena 

penganiayaan politik yang membahayakan keselamatan dan kebebasan mereka, 

bukan karena bencana lingkungan atau ekonomi, maka pengungsi politik memiliki 

keunikan tersendiri. Penulisan ini ditujukan guna mengetahui ketentuan-ketentuan 

Konvensi Pengungsi 1951 dan metode-metode yang digunakan untuk melindungi 

para pengungsi politik di negara-negara yang tidak ikut serta. 

 

Dengan mengkaji hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi 

pengungsi politik melalui perjanjian internasional seperti Konvensi Pengungsi 1951 

dan memahami bagaimana perjanjian tersebut diimplementasikan di Indonesia dan 

di dunia internasional dalam rangka melindungi para pengungsi, Penulisan ini 

menggunakan pendekatan hukum normatif. 

 

Menurut temuan, Indonesia tetap mempertahankan cita-cita kemanusiaan meskipun 

tidak bergabung dengan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, khususnya 

melalui Peraturan Presiden No. 125 tahun 2016 sebagai peraturan administratif 

pengungsi asing.  Hak-hak pengungsi yang harus dijunjung tinggi dan dijaga oleh 

negara penampung dikenal sebagai bentuk perlindungan. Sebagai orang yang 

melarikan diri dari penganiayaan, pengungsi memiliki kewenangan atas sejumlah 

hak dasar, seperti kebebasan untuk meninggalkan negara asalnya, pengakuan 

hukum yang setara dengan warga negara, pekerjaan, pendidikan, dan akses terhadap 

layanan sosial dan medis. 

 

Kata Kunci: Pengungsi Politik, Perlindungan Hukum, Non-refoulement , 

Konvensi Pengungsi 
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ABSTRACT 

LEGAL PROTECTION OF POLITICAL REFUGEES BASED ON THE 1951 

REFUGEE CONVENTION IN NON-SIGNATORY COUNTRIES 

By 

Eva Gresya Sinurat 

 

With the escalation of political disputes, human rights abuses, and governmental 

instability in numerous nations, the worldwide issue of political refugees is become 

more complicated.  Because they flee because of political persecution that 

jeopardizes their safety and freedom rather than because of natural disasters or 

economic hardships, political refugees have unique features.  Understanding the 

1951 Refugee Convention's rules and protections for political refugees in non-

signatory nations is the goal of this study. 

 

By examining laws pertaining to the legal protection of political refugees through 

international agreements like the 1951 Refugee Convention and comprehending 

how they are applied in both international and Indonesian contexts to protect 

refugees, this study employs a normative legal approach. 

 

The 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol have not yet been ratified by 

Indonesia, according to research findings, but the country nevertheless upholds 

humanitarian ideals, particularly through Presidential Regulation No. 125 of 2016 

as an administrative regulation for foreign refugees.  The kind of protection consists 

of the rights of refugees that the host nation must uphold and defend.  As people 

who are escaping persecution, refugees are entitled to a number of basic rights, such 

as the freedom to leave their home country, legal recognition on par with that of 

citizens, employment, education, and access to social and medical services. 

 

Keywords: Political Refugees, Legal Protection, Non-refoulement , Refugee 

Convention 
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MOTTO 

 

 

“Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena 

mereka, sebab TUHAN, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau; Ia 

tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." 

(Ulangan 31:6) 

 

 

“Janganlah engkau gelisah karena timbulnya gagasan-gagasan yang bukan-bukan 

mengenai apa yang ada di dalam hatimu. Teguhkanlah pada apa yang kamu 

putuskan sendiri dan arahkan selalu perhatianmu kepada Tuhan.” 

(Thomas A Kempis) 

 

 

 

“It's not about how high I fly, but how honestly my wings bear every gust of 

wind.” 

(Eva Gresya Sinurat) 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Isu pengungsi dan perpindahan penduduk merupakan tantangan global kompleks 

dalam pembahasan PBB untuk mencari solusi efektif. Sebagian pihak mengusulkan 

peningkatan kerja sama lembaga bantuan sementara yang lain menekankan 

perlunya regulasi internasional yang lebih jelas dengan begitu ada kesepakatan 

bahwa masalah ini multidimensional dan memerlukan pendekatan komprehensif 

mencakup semua aspek mulai dari penyebab eksodus hingga penanganan 

pengungsi dan repatriasi.1 

Secara prinsip, pemberian perlindungan bagi para pengungsi termasuk ke dalam 

pertanggungjawaban setiap negara.2 Pengungsi sering kali muncul akibat rasa takut 

yang mengancam keselamatan mereka,3 baik yang disebabkan oleh bencana alam 

ataupun kerusakan akibat ulah tangan manusia seperti konflik. Awalnya persoalan 

pengungsi dianggap sebagai isu domestik suatu negara.4 Seiring berkembangnya 

konsep HAM isu pengungsi menjadi masalah internasional. Hukum humaniter dan 

HAM memiliki tujuan serupa, yaitu melindungi hak individu. Hukum hak asasi 

manusia melindungi masyarakat dari tindak penyelewengan kekuasaan dengan 

menjamin perlindungan seluruh hak sipil, politik, ekonomi, dan budaya.  

Melindungi hak dasar tentara dan warga sipil selama konflik bersenjata adalah 

 
1 D. Moran et al., Complexity of Global Refugee Crisis: Needs for Global Transdisciplinary 

Collaboration, 2020, 15-30. 
2 Riyanto, S., “The Urgency of Refugee Legislation in Indonesia and the Present Obstacles,” 

Indonesian Journal of International Law 2, no. 1 (2004): 1-20 (Jakarta: Universitas Indonesia). 
3 A. Romsan et al., Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-

Prinsip Perlindungan Internasional (Jakarta: UNHCR, 2003), 143-144. 
4 Erika Feller, “The Evolution of the International Refugee Protection Regime,” Journal of Law and 

Policy (2001): 1-20. 
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tujuan utama hukum humaniter. Kedua bidang hukum ini saling melengkapi dalam 

menjaga martabat dan kesejahteraan manusia.5  

Studi tentang pengungsi biasanya berkonsentrasi pada sejumlah negara yang sudah 

melakukan ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 sehingga 

mengabaikan ketidakikutsertaan negara lain dan menyisakan kesenjangan 

pengetahuan tentang bagaimana perlindungan hukum diterapkan. 

Oleh karena itu, perlindungan pengungsi memerlukan landasan hukum kuat melalui 

perjanjian internasional. Negara yang menyetujui perjanjian terikat hak dan 

kewajiban yang memengaruhi hukum nasional. Keberadaan perjanjian 

internasional menjadikan upaya pemenuhan hak dan kewajiban bagi masyarakat 

global oleh negara cenderung kian tersusun baik dan dipastikan jaminannya.6 

Pada perkembangannya, perjanjian internasional kini diposisikan sebagai dasar 

hukum yang penting dalam korelasi antarnegara dan menduduki posisi utama pada 

hukum internasional. Suatu perjanjian dapat disebut sebagai perjanjian 

internasional jika sosok penciptanya adalah subjek hukum internasional disusun 

secara tertulis dan dibuat selaras dengan kerangka hukum internasional. Isi dari 

perjanjian tersebut dapat mencakup hal apa pun yang disepakati oleh para pihak 

asalkan tidak melanggar atau bertentangan dengan norma-norma maupun prinsip-

prinsip dasar hukum internasional.7 

Konvensi Pengungsi 1951 adalah salah satu perjanjian yang dihasilkan dari 

perjanjian internasional.  Konvensi internasional multilateral yang dirancang untuk 

mengatasi masalah pengungsi global adalah Konvensi Pengungsi 1951. Konvensi 

ini lahir ketika PBB mengadakan konferensi bersama dengan UNHCR dan 26 

negara peserta untuk merancang dan meratifikasi konvensi tersebut. Konferensi ini 

diselenggarakan karena banyaknya pengungsi khususnya korban Perang Dunia II 

 
5 Rostamzadeh, Amin, and Arham Hashempoor. "Investigate the fundamental differences between 

human rights and humanitarian law." ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research 

Journal 4.6 (2014): 14-24. 
6 Supriyadi, Slamet. "International Refugees in the Protection of Human Rights: A Discourse of 

International Humanitarian Law and Human Rights Law." International Law Discourse in Southeast 

Asia 1.1 (2022): 43-64. 
7 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional (Bandung: Alumni, 2003), 148. 
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di Eropa yang berada dalam keadaan darurat. Konferensi tersebut dilaksanakan 

mulai dari tanggal 2 hingga 25 Juli 1951 di Pengungsi dan pemimpinnya seorang 

delegasi dari Denmark bernama Knud Larsen.8  

Pengungsi didefinisikan sebagai individu yang menetap di luar negara aslinya dan 

takut dikucilkan akibat etnis, agama, kebangsaan, dan perbedaan kelompok sosial 

maupun sudut pandang politik; mereka begitu enggan mencari pengamanan dari 

tanah air mereka karena takut. Pengungsi dapat muncul dari ketidaksetaraan sosial 

yang dialami oleh ras, etnis, agama, atau konflik internal yang berkepanjangan. 

Keadaan yang sangat menakutkan di negara mereka sering kali mendorong orang 

untuk melarikan diri, baik sebagai akibat dari kejahatan kekerasan atau 

marjinalisasi yang disebabkan oleh perbedaan kewarganegaraan, agama, etnis, 

kelompok sosial, atau keyakinan politik.  Mereka mencukupi persyaratan untuk 

memperoleh penjagaan di bawah Konvensi Pengungsi 1951 dan pada akhirnya akan 

diklasifikasikan sebagai pengungsi.9  

Lebih dari 140 negara dari seluruh dunia sudah meratifikasi Konvensi Pengungsi 

tahun 1951. Perwakilan negara yang secara resmi diundang untuk menghadiri 

konferensi internasional untuk membahas masalah dunia dan membuat kesepakatan 

yang mengikat bersama dikenal sebagai pihak dalam Konvensi ini. Sedangkan 

negara bukan peserta konvensi adalah sebuah negara yang belum meratifikasi atau 

belum bagian anggota dari Konvensi Pengungsi 1951.10 Konvensi Pengungsi 1951 

dimaksudkan guna menyediakan perlindungan hukum internasional kepada para 

pengungsi. Indonesia belum bergabung dengan Konvensi tentang Status Pengungsi 

1951 yang menjadikannya tidak mempunyai yurisdiksi penilaian atas status 

pengungsi internasional atau dikenal sebagai RSD (Refugee Status Determination). 

 
8 Fitria, “Perlindungan Hukum bagi Pengungsi di Negara Ketiga: Praktik Indonesia,” Padjajaran 

Jurnal 2, no. 1 (2015):25-26. 
9 Hasnidar Saleh, Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Pengungsi Rohingya Ditinjau dari Perspektif 

Hukum Internasional (Suatu Penulisan pada Pengungsian di Kota Langsa) (Thesis, Universitas 

Syiah Kuala, 2016), 45-47. 
10 H. H. H. Nelissen et al., “Pengaturan Perlindungan terhadap Pengungsi Menurut Final Act of 

United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons dan 

Protokol 1967,” Lex Administratum 9, no. 8 (2021): 29. 
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11 Jika negara tuan rumah tidak berwenang menentukan status pengungsi, UNHCR 

mengambil alih peran tersebut berdasarkan Statuta 1950. Hal ini menekan 

pentingnya pemberian penjagaan kepada seluruh pengungsi di negara non-konvensi 

oleh UNHCR.12 

Hukum hak asasi manusia internasional dan hukum pengungsi berkaitan erat untuk 

menjamin perlakuan kemanusiaan terhadap kelompok-kelompok yang rentan.  

Hubungan ini ditujukan guna melindungi kesejahteraan dan martabat setiap orang.  

Oleh karena itu, penerapan hukum pengungsi menjamin perlindungan hak-hak 

dasar mereka dalam segala kondisi di samping memberikan perlindungan kepada 

individu-individu yang terpaksa meninggalkan negara asal mereka.13  

Di Myanmar mayoritas penduduk menganut agama Buddha sedangkan Rohingya 

adalah penganut Islam. Ketegangan meningkat antara kedua kelompok ini 

memuncak dalam konflik pada tahun 2012 yang mengakibatkan kematian sekitar 

200 orang dari etnis Rohingya dan memaksa 140.000 lainnya untuk mencari 

perlindungan di zona penampungan. Kelompok suku Rohingya yang merupakan 

kelompok kecil di Myanmar dan Bangladesh, sering kali menghadapi tantangan 

besar termasuk ketidakpastian kewarganegaraan di mana mayoritas dari mereka 

tidak mempunyai status kewarganegaraan yang diakui secara resmi. Situasi ini 

mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok minoritas dalam 

mempertahankan hak-hak mereka di tengah konflik dan diskriminasi.14  

Pasca kedatangan masyarakat Rohingya tahun 2020 yang membawa nyaris 400 

jiwa dalam dua gelombang di Indonesia, UNHCR selaku bagian PBB berkewajiban 

untuk mengurus mereka dan kini melaporkan bahwa jumlah mereka kini hanya 

tersisa 112 orang. Banyak pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp-

kamp tersebut karena mereka tidak berminat menjadikan Indonesia sebagai 

 
11 Nandang Sutrisno, Perlindungan Kemanusiaan Terhadap Pengungsi Internasional Berdasarkan 

Konvensi Internasional Tahun 1951 Dan Protokol Opsionalnya Tahun 1967 Terhadap Pengungsi 

Internasional Di Indonesia (2016), 10-11. 
12 A. F. Royyan, S. L. Rahayu, dan A. T. S. Kusumo, “Urgensi Indonesia Meratifikasi The 

Convention Relating to the Status of the Refugees 1967 dan Protokol New York 1967 Mengenai 

Pengungsi Internasional,” Belli ac Pacis 4, no. 1 (2018): 34. 
13 Grech, Omar. "Migrants' and refugees' rights: a brief international law perspective." (2014), 5-10 
14 G. Yuris, “Tinjauan terhadap Pengungsi Rohingya yang Berada di Indonesia Berdasarkan Hukum 

Internasional,” Jurnal Hukum Internasional 4, no. 3 (2016), 45-60. 
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destinasi terakhirnya. Keputusan ini mencerminkan harapan besar mereka untuk 

menemukan lokasi tinggal dengan keamanan dan kelayakan kian memadai 

meskipun situasi yang mereka hadapi di Indonesia tetap penuh tantangan. Hal ini 

menunjukkan kompleksitas perjalanan para pengungsi yang berusaha menemukan 

perlindungan di tengah ketidakpastian dan kesulitan.15 

Setiap individu berhak atas sejumlah hak di bawah Konstitusi Indonesia, termasuk 

kebebasan beragama dan sejumlah hak meliputi atas hak untuk hidup, bebas dari 

penganiayaan, diakui sebagai manusia, dan hak terlepas dari perbudakan.16 Selain 

itu, Indonesia juga memberikan kebebasan kepada tiap individu untuk menemukan 

perlindungan politik di tempat lain.   Prinsip non-refoulement yang mengungkapkan 

jika negara tidak diizinkan menolak atau melakukan deportasi yang dapat 

membahayakan nyawa mereka, diakui oleh hukum Indonesia meskipun tidak secara 

tegas mengatur perlindungan pengungsi.17 

Berdasar pada uraian latar belakang sebelumnya, timbul ketertarikan pada diri 

penulis untuk membahas secara detail terkait pengaturan perlindungan hukum 

pengungsi politik dan bentuk perlindungan pengungsi politik, di mana ketertarikan 

ini dimuat melalui skripsi berjudul “Perlindungan Hukum  Pengungsi Politik 

Berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 Pada Negara Bukan Peserta Konvensi”  

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan informasi latar belakang yang telah diberikan sebelumnya, topik-topik 

utama berikut ini akan dibahas dalam Penulisan ini:. 

1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Pengungsi Politik menurut Konvensi 

Pengungsi 1951? 

2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Pengungsi Politik menurut Konvensi 

Pengungsi 1951 pada negara yang bukan peserta konvensi?  

 
15 BBC, “Pengungsi Rohingya Meninggalkan Indonesia,” 12 Juli 2022. 
16 Syahrin, M. A. 2017. “Naturalisasi dalam Hukum Kewarganegaraan: Memahami Konsep, Sejarah, 

dan Isu Hukumnya.” Jurnal Thengkyang 2 (1): 36–53. 
17 S. Riyanto, Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional, 

diakses 12 Juli 2024, hlm. 734. 
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1.3   Tujuan Penulisan 

Berikut ini adalah tujuan Penulisan, yang didasarkan pada pernyataan masalah 

sebelumnya: 

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan perlindungan pengungsi 

politik menurut konvensi Pengungsi 1951 pada negara yang bukan peserta 

konvensi.  

2. Untuk menganalisis dan menjelaskan  bentuk perlindungan pengungsi politik 

menurut konvensi Pengungsi 1951 pada negara yang bukan peserta 

konvensi.  

1.4   Kegunaan Penulisan 

Berikut ini adalah hasil teoritis dan praktis yang diharapkan dari Penulisan ini: 

1. Secara teoritis, Penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan fungsi hukum 

internasional, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan pengungsi 

politik di negara-negara yang terkena dampak konflik. 

2. Secara praktis, penulisan ini diharapkan mampu menjadi dasar acuan, 

pertimbangan, dan referensi dalam pembuatan kebijakan terkait. Penulisan 

ini turut mampu menyajikan informasi bagi masyarakat umum terkait segala 

hal yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan hukum internasional 

bagi korban di daerah konflik. 

1.5   Ruang Lingkup 

Cakupan ruang lingkup Penulisan meliputi atas seluruh aspek dalam bidang ilmu 

Hukum Internasional, dengan kajian mengenai peranan hukum internasional dalam 

permasalahan daerah konflik dan terkait kebijakan suaka politik. Penulisan ini 

menganalisis terkait pengaturan perlindungan pengungsi politik dan alasan 

pemberian perlindungan politik tersebut. 

 

 

 



 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum tentang Pengungsi Menurut Convention and Protocol 

Relating to the Status of Refugees 1951 

2.1.1 Pengertian Pengungsi 

Kata “refugee” yang berarti berpindah tempat guna menghindari ancaman dan 

memperoleh perlindungan yang aman. Sementara itu, “pengungsi” mengacu pada 

mereka yang menjadi pengungsi.18 Pengungsi adalah individu atau kelompok orang 

yang berpindah dari suatu daerah karena menghindari bencana atau tragedi. 

Bencana tersebut bisa berupa tanah longsor, tsunami, kebakaran, atau peristiwa 

alam lainnya. Lebih jauh lagi, tindakan manusia seperti perang, pelepasan nuklir, 

atau ledakan bom dapat mengakibatkan situasi pengungsian. Pengungsi biasanya 

ditempatkan di tempat penampungan untuk membantu kegiatan bantuan dan 

perlindungan oleh para relawan.19 

 Konvensi Pengungsi 1951 Pasal 1A(1) mendefinisikan “pengungsi” sebagai : 

"For the purposes of this Convention,'refugee' shall refer to any individual 

who:  

"Has been regarded as a refugee under the Arrangements of 12 May 1926 

and 30 June 1928 or under the Conventions of 28 October 1933 and 10 

February 1938, the Protocol of 14 September 1939, or the International 

Refugee Organization Constitution."20 

Pengakuan bagi individu sebagai pengungsi berdasarkan perjanjian internasional 

sebelum penandatanganan Konvensi Pengungsi 1951 disebutkan dalam Pasal 

1A(1). Pasal ini penting karena mengakui dan melindungi pengungsi saat ini, 

dengan mengikat perjanjian sebelumnya dengan struktur hukum yang baru. Pasal 

 
18 Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. kedua (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 

Balai Pustaka, 1995). 
19 M. F. Arrazy, “Peranan Pemerintah Pusat terhadap Pengungsi Ditinjau dari Konvensi 1951 

tentang Status Pengungsi” (disertasi doktor, Universitas Islam Riau, 2019), 50-52. 
20 Konvensi Pengungsi 1951 tentang Status Pengungsi, Pasal 1A ayat (1). 
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ini memastikan bahwa pengungsi yang sebelumnya diakui tetap dilindungi 

berdasarkan hukum yang lebih luas dalam Konvensi 1951.21 

Definisi Pengungsi dalam Pasal 1A ayat (2) Konvensi Pengungsi 1951 sebagai 

berikut: 

“Because of things that happened before January 1, 1951, and because of a 

legitimate fear of being persecuted because of his race, religion, nationality, 

membership in a certain social group, or political beliefs, he is outside his 

country of nationality and cannot or will not seek protection from that 

country; or because he lacks a nationality and is outside his country of former 

habitual residence because of such events, he cannot or will not return 

there.”22 

Karena peristiwa berlangsung sebelum tanggal 1 Januari 1951 yang dipicu oleh rasa 

takut akibat agama, kebangsaan, keanggotaan pada organisasi sosial yang relevan, 

atau keyakinan politik, saya sedang tinggal di luar negeri dan tidak memperoleh 

atau mencari tidak akan mencari perlindungan dari negara tersebut; sebagai 

alternatif, saya tidak memiliki kewarganegaraan dan tinggal di luar negeri dalam 

kurun waktu cukup lama karena kejadian yang sama.23 

Protokol New York 1967 yang juga disebut sebagai Protokol 1967 tentang Status 

Pengungsi, diadopsi untuk mengubah Konvensi Pengungsi 1951.  Protokol ini 

memperluas definisi pengungsi dan menghilangkan batasan yang sebelumnya 

ditetapkan dalam Konvensi Pengungsi 1951.  Pernyataan tersebut tercermin pada 

Pasal 1 Ayat (2) Protokol New York 1967 yang menyatakan bahwa: 

“Except for the purposes of applying paragraph 3 of this article, the term 

"refugee" for the purposes of this Protocol shall refer to any individual who 

falls under the definition of article 1 of the Convention as though the words 

"As a result of events occurring before 1 January 1951 and..." "and the 

words"... "a result of such events" were omitted from article 1 A (2).” 24 

 
21 M. Foster, International Refugee Law and Socio-Economic Rights: Refuge from Deprivation 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2019). 
22 Konvensi Pengungsi 1951 tentang Status Pengungsi, Pasal 1A ayat (2). 
23 Fawwaz, F., and M. Mumtazinur. 2021. “Penanganan Pengungsi Luar Negeri Menurut Peraturan 

Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah.” Jurnal Justisia: Jurnal 

Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial 6 (2): 139–157. 
24 Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi, Pasal 1 ayat (2). 
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Definisi “pengungsi” dalam pasal tersebut di atas tidak mempertimbangkan 

bagaimana ayat 3 dari pasal tersebut dipraktekkan.  Hal ini menyiratkan bahwa 

seseorang diklasifikasikan sebagai pengungsi jika mereka mampu memenuhi 

persyaratan dalam Pasal 1.  Oleh karena itu, pembatasan Konvensi Pengungsi 1951 

dicabut oleh definisi pengungsi dalam Protokol New York 1967 sehingga 

ketentuan-ketentuan pada Konvensi Pengungsi 1951 menjadi lebih inklusif dan 

tidak terbatas pada wilayah Eropa atau peristiwa sebelum tahun 1951.  Hal ini 

meningkatkan universalitas dan relevansi perlindungan pengungsi dalam 

lingkungan global saat ini.25 

2.1.2  Pengertian Pengungsi Politik 

Pengungsi politik didefinisikan sebagai individu yang berpindah dari negara 

asalnya secara terpaksa akibat adanya ancaman terhadap nyawa, kebebasan, atau 

hak-hak asasinya akibat pandangan politik atau pandangan kelompok tertentu.26 

Mereka mengalami kondisi rentan akibat persekusi, represi, atau penganiayaan 

yang sering kali dipicu oleh pandangan politik yang berbeda dengan pemerintah 

atau kelompok yang berkuasa. Oleh karena itu, perlindungan pengungsi politik 

menjadi isu penting dalam hukum internasional di mana negara-negara diwajibkan 

memberi jaminan perlindungan atas seluruh hak masyarakatnya selaras pada 

norma-norma internasional yang berlaku.27 

Pengertian pengungsi politik menurut hukum internasional merujuk pada individu 

yang mengalami penganiayaan atau ancaman serius terhadap nyawa, kebebasan, 

atau hak-hak asasinya akibat pandangan politik atau pandangan kelompok tertentu 

di negara asalnya. Pengungsi politik berbeda dengan pengungsi lainnya, seperti 

pengungsi perang atau pengungsi lingkungan karena alasan pengungsiannya secara 

khusus berkaitan dengan faktor politik dan persekusi politik. Pengungsi politik 

 
25 M. H. Muhtar, Z. Abdussamad, dan Z. A. A. Hadju, “Studi Perbandingan Penanganan 

Pengungsi Luar Negeri di Indonesia, Australia, dan Thailand,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 30, 

no. 1 (2023): 26–48. 
26 Soetandyo Wignjosoebroto, “Pengungsi Politik dalam Konteks Konflik: Studi Kasus Timor 

Leste,” Jurnal Hukum Internasional 13, no. 2 (2016): 127–147. 
27 M. I. Notoprayitno, “Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional,” Jurnal Cita Hukum 1, no. 1 

(Juni 2013), 1-15. 
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berhak memperoleh perlindungan internasional dari tiap negara yang telah 

mengakui Konvensi Pengungsi 1951.28 

2.1.3  Jenis-jenis Pengungsi 

Ada dua kategori untuk penyebab kelahiran pengungsi:29 

a. Pengungsi dari bencana alam ketika seseorang terpaksa meninggalkan 

rumah mereka untuk melindungi diri mereka sendiri dari bahaya bencana 

alam, mereka menjadi pengungsi jenis ini.  Mereka masih dapat meminta 

bantuan pemerintah mereka dalam hal ini dan mereka biasanya masih 

dilindungi oleh negara asal mereka. 

b. Pengungsian akibat bencana buatan manusia (Man-Made Disaster) 

Pengungsian jenis ini terjadi ketika seseorang harus meninggalkan 

negaranya untuk menghindari persekusi, biasanya terkait alasan politik. 

Dalam kasus ini, mereka tidak lagi menerima perlindungan dari pemerintah 

negara asalnya dan terpaksa mencari perlindungan di luar negeri. 

 

Hukum internasional tidak memberikan perlindungan kepada pengungsi yang 

disebabkan oleh bencana alam.  Frasa “pengungsi berdasarkan undang-undang” 

digunakan untuk menggambarkan pengungsi dari suatu negara yang tidak memiliki 

perlindungan diplomatik dari asal negaranya.  Sebelum tahun 1951 orang-orang 

dalam kelompok ini dikualifikasikan oleh perjanjian internasional.  Hal ini 

menunjukkan bahwa bahkan dengan diterimanya status pengungsi hukum 

internasional masih perlu menangani masalah pemberian perlindungan hukum bagi 

mereka yang harus meninggalkan rumah mereka karena bencana alam.30 

 
28 A. M. Hilman, “Implementasi Konvensi Pengungsi 1951 dalam Menangani Pengungsi Rohingya 

di Indonesia: Kajian terhadap Kebijakan Perlindungan Pengungsi,” Jurnal Hukum & Pembangunan 

48, no. 3 (2018): 15-16. 
29 A. T. S. Kusumo, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional,” Yustisia: Jurnal 

Hukum 1, no. 2 (2012): 1-15. 
30 P. H. Purwandoko, “Perlindungan Pengungsi (Refugee) Menurut Hukum Internasional,” Jurnal 

Yustisia, edisi September–Oktober (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 1998). 
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2.2   Pengungsi Politik dalam Konvensi Pengungsi 1951 

Konvensi Pengungsi 1951 mengakui hak pengungsi politik berguna dalam 

menemukan tempat perlindungan di negara lain. Pengungsi politik sering kali 

mengalami penindasan atau penganiayaan di negara asalnya karena perbedaan 

pandangan politik atau tindakan yang mereka lakukan dalam menjalankan hak-hak 

politik mereka.31 Pengaturan ini memastikan bahwa individu yang terancam oleh 

pemerintah atau kelompok lain karena pandangan politiknya memiliki tempat 

perlindungan.32 

Dalam praktiknya, pengungsi politik biasanya mengajukan permohonan suaka 

kepada negara penerima suaka. Negara tersebut akan menilai permohonan tersebut 

berdasarkan kriteria yang sesuai dengan Konvensi Pengungsi 1951 yaitu apakah 

individu tersebut tengah di luar negara kewarganegaraannya dan enggan kembali 

akibat ketakutan begitu besar atas diskriminasi politik.33Jika syarat ini terpenuhi 

negara dapat memberikan status pengungsi politik kepada individu tersebut, 

sehingga ia akan memperoleh perlindungan hukum beserta seluruh hak asasi yang 

diperlukan. Proses pengaturan pengungsi politik tidak selalu mudah. Negara-negara 

seringkali dihadapkan pada pertimbangan politik, ekonomi, dan keamanan dalam 

mengatasi permohonan suaka. Beberapa negara memiliki kebijakan yang lebih 

ketat dalam mengakui status pengungsi politik sedangkan negara lain mungkin 

lebih terbuka terhadap permohonan tersebut.34 

Penting untuk diingat bahwa pengaturan pengungsi politik adalah tentang 

memberikan perlindungan kepada individu yang menghadapi risiko nyata terhadap 

kebebasan, keselamatan, dan hak-hak dasar mereka karena pandangan politik atau 

 
31 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, edisi revisi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2017). 
32 I. M. Muthahari dan M. Al Mudawar, “Perspektif Hukum dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia 

terhadap Pengungsi (Refugees) dan Pencari Suaka (Asylum Seekers) di Indonesia dalam 

Penanganan Pengungsi di Luar Negeri pada Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal Ilmiah Universitas 

Batanghari Jambi 22, no. 1 (2020): 4-6. 
33 M. A. Alfarizi et al., “Handling of Refugees and Asylum Seekers at Immigration Detention Houses 

in Indonesia Based on International Refugee Law Provisions,” Journal of Law and Border 

Protection 4, no. 1 (2022): 1–21. 
34 Alexander Betts, Survival Migration: Failed Governance and the Crisis of Displacement (Ithaca, 

NY: Cornell University Press, 2013). 
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keyakinan mereka. Konvensi Pengungsi 1951 memberikan dasar hukum yang 

penting dalam mengatasi tantangan penganiayaan politik dan memberikan tempat 

perlindungan bagi mereka yang membutuhkannya.35 

2.3   Ruang Lingkup dan Pengaturan dalam Konvensi Pengungsi 1951 

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, asosiasi internasional mulai mengatur proses 

pemulangan pengungsi Eropa yang terpaksa meninggalkan tanah air mereka akibat 

konflik tersebut, dengan fokus pada pemukiman kembali (resettlement) di negara-

negara lain. Para pengungsi yang harus terpaksa keluar dari negaranya cukup rawan 

dari situasi berbahaya yang dapat mengancam keselamatan mereka, permasalahan 

mengenai pengungsi dan perpindahan penduduk suatu negara ke negara lain 

termasuk ke dalam persoalan dengan kompleksitas tinggi bagi masyarakat global.36 

Negara-negara tempat para pengungsi mengajukan permohonan suaka akan 

memberikan perlindungan kepada mereka. Pengadopsian Konvensi Pengungsi 

1951 pada tanggal 25 Juli 1951 dan mulai diberlakukan sejak 22 April 1954  

mengatur peraturan yang berkaitan dengan perlindungan pengungsi.37  

Konvensi Pengungsi 1951 dirancang oleh PBB dan telah diadopsi oleh sejumlah 

negara. Pendefinisian konvensi ini merujuk pada individu selaku pengungsi yang 

dipicu oleh perbedaan etnis, agama, kebangsaan, kelompok sosial, maupun 

perbedaan persepsi politik, sehingga menjadikannya keluar dari negaranya secara 

terpaksa tanpa memperoleh perlindungan karena rasa takut yang dialaminya. Selain 

itu, konvensi ini juga mencakup orang tanpa kewarganegaraan yang bermukin di 

luar negara muasalnya. Setiap orang memiliki hak untuk dilindungi dari 

penganiayaan di negara lain, sesuai dengan Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia tahun 1948 yang menjadi dasar perjanjian ini.  Pemberlakuan Konvensi 

Pengungsi 1951 dimulai sejak 22 April 1954 setelah disetujui pada tanggal 28 Juli 

 
35 T. Alexander Aleinikoff dan Leah Zamore, The Arc of Protection: Reforming the International 

Refugee Regime (Stanford, CA: Stanford University Press, 2019). 
36 I. Koesparmono, Pengungsi Internal dan Hak Asasi Manusia (Jakarta: Komnas HAM RI, 2007), 

3-15. 
37 Konvensi dan Protokol tentang Status Pengungsi, diakses 9 Juli 2024, dari https://www.unhcr.org. 

https://www.unhcr.org/
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1951 pada Konferensi PBB mengenai Status Pengungsi dan Orang Tanpa 

Kewarganegaraan..38 

Konvensi Pengungsi 1951 dianggap sebagai sebuah langkah maju karena 

menyediakan kodifikasi yang paling komprehensif dalam menangani permasalahan 

pengungsi di tingkat internasional. Dengan kemajuan tersebut terdapat beberapa 

aspek penting meliputi: 

1. Konvensi menetapkan definisi tunggal untuk istilah "pengungsi" 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1. 

2. Mengatur status hukum atau yuridis bagi para pengungsi. 

3. Menyediakan pengaturan terkait kartu identitas, dokumen perjalanan, dan 

berbagai aspek administratif lainnya. 

4. Mendorong negara-negara untuk menjalin kerja sama dengan UNHCR 

untuk menjalankan tugasnya serta mempermudah supervisi dalam 

pengimplementasian Konvensi Pengungsi 1951.39 

Ketika Protokol New York 1967 ditetapkan sebagai dokumen terpisah, Protokol 

New York 1967 menyempurnakan Konvensi Pengungsi 1951.40 Hal ini 

menunjukkan bahwa sebuah negara tidak harus meratifikasi Konvensi Pengungsi 

1951 untuk dapat bergabung dengan Protokol New York 1967.41   Batasan waktu 

dan lokasi Konvensi Pengungsi 1951 dalam menentukan pengungsi dihapuskan 

oleh protokol ini.42 Selain itu protocol ini turut mendorong lebih dari 100 negara 

untuk turut serta sebagai pihak dalam protokol tersebut.43 Tidak semua negara 

sudah melakukan ratifikasi pada Konvensi Pengungsi 1951 atau Protokol 1967 

tentang Status Pengungsi, termasuk Indonesia.  Berdasarkan Peraturan Presiden No. 

 
38 UNHCR, Convention Relating to the Status of Refugees (1951), diakses dari 

https://www.unhcr.org/3b66c2aa10. 
39 Dewi Sari, Hak Asasi Manusia dan Pengungsi: Perspektif Hukum di Indonesia (Bandung: 

Alfabeta, 2021), 30-33. 
40 S. Riyanto, “Urgensi Legislasi Hukum Pengungsi dan Kendalanya di Indonesia,” Indonesian 

Journal of International Law 2, no. 1 (2004): 7-8. 
41 United Nations, Final Act of the United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of 

Refugees and Stateless Persons: Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol New York (1967), [Specific 

page if applicable]. 
42 Ibid. 
43 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Training Module RLD 1: An 

Introduction to the International Protection of Refugees (Geneva: UNHCR, 1992). 

https://www.unhcr.org/3b66c2aa10
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125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Indonesia telah 

mengambil sejumlah tindakan guna mengatasi masalah pengungsi.44 

2.4   Aspek Hukum Pengungsi dalam Hukum Internasional 

Pengungsi internasional terus menjadi masalah besar bagi masyarakat dunia, 

khususnya bagi negara tuan rumah.  Berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, negara-

negara ini memiliki kewajiban untuk memberi perlindungan dan bantuan bagi 

seluruh pengungsi di seluruh dunia.  Mengakui dan memverifikasi status mereka 

sebagai pengungsi internasional adalah salah satu pendekatan untuk membantu dan 

melindungi mereka.  Dengan melakukan hal ini, negara-negara tuan rumah tidak 

hanya menjunjung tinggi komitmen moral mereka tetapi juga mendukung inisiatif 

internasional untuk menangani krisis pengungsi yang semakin meningkat.45  

Penetapan status pengungsi tersebut diharuskan bagi negara melalui serangkaian 

proses khsuus. Biasanya hal tersebut memiliki sifat law-making maksudnya seluruh 

proses tersebut telah dirumuskan sesuai pada kaidah hukum bagi masyarakat 

internasional.46 Instrumen hukum internasional berupa perjanjian atau dikenal 

sebagai konvensi atau protokol, bisa mengikat negara-negara yang terlibat dalam 

kesepakatan tersebut. Implementasi perlindungan pengungsi politik memiliki 

relevansi yang signifikan dalam upaya memitigasi dampak kemanusiaan dari 

konflik bersenjata.47 Hukum internasional telah memberikan kerangka kerja dan 

pedoman untuk melindungi hak-hak pengungsi politik. Beberapa instrumen hukum 

yang penting meliputi atas Konvensi Pengungsi 1951, Protokol Tambahan 1967 

dan UNHCR (The United Nations High Commissioner for Refugees), di mana 

ketiganya mengatur hak dan kewajiban seluruh negara terkait pengungsi politik.48 

 
44 Rusi Untari and Devica Rully Masrur, "Perlindungan Hukum terhadap Pengungsi Warga Negara 

Asing berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari 

Luar Negeri dan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi," JCA of Law 1, no. 2 (2020). 
45 S. Flowrence, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Asas Non Refoulement terhadap Pengungsi 

Suriah oleh Yunani ditinjau dari Konvensi Pengungsi 1951 dan Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia 1948" (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023). 
46 Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika 

Global (Bandung: PT. Alumni, 2008), 27-30. 
47 Iwan Prihandono, Korporasi Multinasional sebagai Subjek Hukum Internasional Terbatas 

(Airlangga University Press, 2024), 14. 
48 Alexander Betts dan Guy Loescher, Refugees in International Relations (Oxford University Press, 

2011), 40-45. 
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Sejumlah instrumen hukum internasional yang memiliki keterkaitan dengan 

pengungsi politik sebagai berikut: 

a. Konvensi mengenai Status Pengungsi 1951 (The Convention Relating to the 

Status of the Refugees 1951) 

Pada 25 Juli 1951, Konvensi Pengungsi diadopsi, dan pada 22 April 1954 mulai 

berlaku.49 Konvensi ini merupakan landasan utama untuk mengatur dan menjaga 

status pengungsi. Isi dokumen ini dengan jelas menyatakan bahwa pengungsi 

mempunyai hak setara dengan warga negara asing umumnya.  Istilah “perlakuan 

setara” mengacu pada sejumlah hak yang mendorong kesejahteraan mereka, 

termasuk hak atas tempat tinggal, hak atas tunjangan, kemampuan untuk memiliki 

harta benda bergerak maupun tidak bergerak, dan sejumlah hak lain.  Dengan 

demikian, Konvensi ini menyoroti betapa pentingnya membela hak-hak pengungsi 

dalam kerangka hukum internasional.50 

Pengertian pengungsi dalam Konvensi ini memang telah didefinisikan secara umum 

tanpa terbatas oleh wilayah. Tetapi, konvensi ini senantiasa terbatas oleh waktu, 

karena pemberlakuan dikhususkan bagi pengungsi sebelum 1 Januari 1951 

meskipun tidak terdapat batasan geografis51 Pembatasan waktu ini dimaksudkan 

untuk membatasi perlindungan hanya kepada mereka yang telah menjadi pengungsi 

sedangkan para pengungsi di masa mendatang tidak akan memperoleh 

perlindungan dari konvensi ini.52  

Khususnya di Benua Afrika, kelompok-kelompok pengungsi baru muncul di akhir 

tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an.  Keterbatasan waktu Konvensi 1951 

menghalangi mereka untuk mendapatkan perlindungan, meskipun mereka sangat 

membutuhkannya.  Karena keterbatasan waktu, Konvensi Pengungsi 1951 tidak 

lagi dianggap dapat diterapkan atau sesuai dengan tuntutan dan dinamika zaman.  

 
49 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Konvensi dan Protokol tentang 

Status Pengungsi, diakses 25 Juni 2024, dari www.unhcr.org. 
50 Surya Prakash Sinha, Asylum and International Law (Den Haag: Matinus Nijhoff, 1971). 
51 A. A. V. Ramon, "Demi Kemanusiaan: Pengalaman Indonesia dalam Menangani Arus Pengungsi 

Internasional," Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM 1, no. 1 (2019): 28–53. 
52 M. Ali et al., "Asylum Seekers and Refugees in Indonesia: Problems and Potential," Cosmopolitan 

Civil Societies Journal 8, no. 2 (2016): 22–43. 
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Pada tahun 1967, Majelis Umum PPB kembali mengadakan konferensi untuk 

membahas masalah pengungsi dan mengesahkan Resolusi 2198 (XXI) 1966 serta 

mulai diberlakukan pada 4 Oktober 1967. Protokol 1967 tentang Status Pengungsi 

adalah nama resolusi ini, yang berfokus pada status pengungsi.53  

Protokol tahun 1967 telah memperluas cakupan dan definisi istilah pengungsi 

dengan menghilangkan batasan geografis yang sebelumnya hanya berlaku untuk 

wilayah Eropa, serta menghapus pembatasan waktu yang mengacu pada peristiwa-

peristiwa sebelum 1 Januari 1951. Dengan demikian, definisi pengungsi kini 

mencakup setiap individu yang memenuhi kriteria material pengungsi yang telah 

ditetapkan oleh Konvensi 1951, yang kini diperluas oleh Protokol 1967. Langkah 

ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif kepada 

mereka yang melepas negara asalanya secara terpaksa akibat sejumlah alasan tanpa 

terikat pada lokasi atau waktu tertentu. Dengan demikian, Protokol ini 

mencerminkan respons yang lebih adaptif terhadap realitas pengungsi di berbagai 

penjuru dunia.54 

b. UNHCR (The United Nations High Commissioner for Refugees) 

 

Seseorang yang diidentifikasi menjadi pengungsi tetapi permohonan perlindungan 

internasionalnya belum dipertimbangkan oleh UNHCR atau lembaga pemerintah 

yang sesuai dianggap sebagai asylum seeker menurut UNHCR. 55 Jika sebuah 

negara belum mengesahkan Konvensi Pengungsi 1951 atau sudah mengesahkannya 

namun belum mempunyai prosedur yang efektif maka penetapan status pengungsi 

menjadi tanggung jawab UNHCR. Di sisi lain, jika sebuah negara telah melakukan 

ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan mempunyai prosedur perlindungan secara 

efektif negara tersebut berhak untuk menentukan status pengungsi secara mandiri. 

Hal ini menunjukkan pentingnya komitmen negara terhadap perlindungan 

pengungsi, di mana ratifikasi konvensi dan adanya sistem yang berfungsi dengan 

 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 Jesuit Refugee Service (JRS) & Sandya Institute, Know Your Rights: A Handbook for Refugees 

and Asylum Seekers, diakses 20 Mei 2024, dari http://jrs.or.id/refugee/. 

http://jrs.or.id/refugee/
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baik menjadi kunci dalam memberikan hak dan perlindungan yang layak bagi 

individu yang mencari suaka.56 

UNHCR memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan konvensi 

internasional yang mengelola sistem penjagaan pengungsi dan menyadari jika 

penanganan masalah ini memerlukan kerja sama secara efektif antar seluruh negara 

anggota dan Komisaris Tinggi.57 UNHCR didirikan untuk memberikan 

perlindungan internasional kepada pengungsi yang memenuhi kriteria berdasarkan 

statutanya, serta membantu negara-negara dalam mencari solusi bagi permasalahan 

pengungsi. Badan ini menggantikan Organisasi Pengungsi Internasional (IRO) 

sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya dalam memberi 

penanganan atas persoalan pengungsi.58  

Berbagai perangkat hukum yang berupaya menjaga hak asasi manusia dan 

memberikan perlindungan kepada mereka yang terpaksa melarikan diri merupakan 

bagian dari sistem hukum internasional yang mengawasi perlindungan pengungsi 

politik.59 Landasan politik untuk perlindungan pengungsi terutama didasarkan pada 

Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokolnya.  Meskipun pengungsi politik tidak 

disebutkan secara khusus dalam Konvensi tersebut, Konvensi ini mendefinisikan 

pengungsi sebagai mereka yang secara serius terancam bahaya di negara asalnya 

sebagai akibat dari konflik bersenjata.  

Selain itu, deklarasi dan perjanjian hak asasi manusia internasional turut berkaitan 

dengan perlindungan pengungsi politik.  Sebagai contoh, dalam konteks konflik 

bersenjata, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 1948 biasanya 

menjunjung tinggi hak tiap individu untuk menemukan keamanan dari pelanggaran 

HAM oleh pemerintah atau entitas non-pemerintah.60 

 
56  UNHCR, "Asylum Seekers," diakses 20 Mei 2024, dari https://www.unhcr.org/id/en/asylum-

seekers. 
57 J. Setiyono, "Kontribusi UNHCR dalam Penanganan Pengungsi Internasional di Indonesia," 

Masalah-Masalah Hukum 46, no. 3 (2018) 
58 UNHCR Indonesia, 12. 
59 H. Hasim, "Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional: Perspektif Teori Monisme 

dan Teori Dualisme," Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019) 
60 Guy S. Goodwin-Gill dan Jane McAdam, The Refugee in International Law (Oxford University 

Press, 2007), 50-56. 

https://www.unhcr.org/id/en/asylum-seekers
https://www.unhcr.org/id/en/asylum-seekers
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c. Perpres No 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar 

Negeri 

 

Meskipun Indonesia belum bergabung dengan Konvensi 1951 dan Protokol 1967, 

Peraturan Presiden No. 125/2016 merupakan kerangka hukum pertama yang 

dikhususkan untuk menangani pengungsi asing di Indonesia.  Sejumlah Penulisan 

menekankan bahwa peraturan ini menunjukkan pendekatan progresif pemerintah 

dalam mengendalikan arus pengungsi, terutama dengan menggunakan strategi 

koordinasi lintas kementerian.61 Karena Perpres tersebut tidak memberikan status 

hukum yang pasti kepada para pengungsi, legalitas mereka yang terbatas terus 

menjadi perhatian yang signifikan.  Selain itu, kurangnya dana dan kurangnya 

kewenangan daerah terus menjadi hambatan dalam implementasi di lapangan.  

Perpres ini merupakan titik balik yang signifikan dalam kerangka kerja legislatif 

Indonesia dalam mengelola pekerja migran asing.  Kekosongan hukum sebelumnya 

yang menciptakan ambiguitas dalam pengelolaan dan perlindungan pengungsi telah 

terisi oleh undang-undang ini.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
61 B. L. Christyanti, "Komitmen Tanpa Ratifikasi: Peran Indonesia Terhadap Pengungsi Dari Luar 

Negeri," Jurnal HAM (2024): 23-35. 
62 M. A. Syahrin dan Y. S. Utomo, "Suaka dan Pengungsi di Indonesia Setelah Diberlakukannya 

Perpres No. 125 Tahun 2016," Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian 2, no. 2 (2019) 
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III. METODE PENULISAN 

 

3.1   Jenis Penulisan 

Menganalisis peristiwa hukum dan konstruksinya melalui metodologi yang 

sistematis adalah tujuan dari Penulisan hukum sebuah upaya ilmiah.  Selain 

mengumpulkan data, Penulisan ini memahami standar dan pedoman hukum yang 

relevan.  Pendekatan normatif, yang berfokus pada penelaahan doktrin-doktrin 

hukum, asas-asas hukum, dan peraturan-peraturan yang berlaku adalah metodologi 

yang digunakan. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan pemahaman dan 

interpretasi hukum serta membangun argumen yang kuat berdasarkan landasan 

normatif. Pendekatan normatif melibatkan analisis teks hukum dan literatur terkait 

untuk mengidentifikasi prinsip dan norma yang relevan dalam memecahkan 

masalah hukum. Dengan cara ini, Penulis dapat mengkaji sumber hukum secara 

kritis dan menghasilkan kesimpulan yang valid.63 

3.2   Pendekatan Masalah 

Untuk menganalisis perlindungan hukum pengungsi politik berdasarkan Konvensi 

Pengungsi 1951, khususnya di negara-negara yang belum bergabung dengan 

konvensi tersebut, Penulisan ini memanfaatkan metode yuridis normatif.  Strategi 

ini diimplementasikan melalui pengkajian secara metodologis sejumlah aturan 

hukum nasional dan internasional yang juga memiliki relevansi dengan hukum 

negara di luar konvensi dan instrumen hukum seperti Protokol 1967 dan Konvensi 

Pengungsi 1951.  Pemeriksaan dokumen, undang-undang, dan peraturan 

merupakan penekanan utama dari teknik hukum normatif.  Informasi yang 

digunakan dalam hal ini berasal dari evaluasi literatur yang membahas 

 
63 Adi Yulianto, Metode Penulisan Hukum: Teori dan Praktik (Jakarta: Kencana, 2020) 
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perlindungan pengungsi dan status hukum pengungsi politik serta perundang-

undangan internasional dan dokumen resmi. Analisis data dilakukan secara 

deskriptif dan kritis untuk menggambarkan serta mengevaluasi efektivitas 

perlindungan hukum yang tersedia di negara bukan peserta konvensi. 

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) berguna sebagai media 

penelaah digunakan untuk menelaah sejumlah norma hukum pengatur perlindungan 

pengungsi sementara pendekatan konseptual membantu memahami konsep-konsep 

dasar mengenai hak asasi manusia dan perlindungan pengungsi politik. Selain itu, 

pendekatan studi kasus dapat diterapkan untuk mengkaji implementasi 

perlindungan hukum di sejumlah negara yang belum melakukan ratifikasi Konvensi 

Pengungsi 1951.Dengan metode ini, Penulisan diharapkan dapat mengidentifikasi 

kekosongan hukum dan mampu menghadapi tantangan saat melindungi pengungsi 

politik secara hukum di negara bukan peserta konvensi, serta memberikan 

rekomendasi yang konstruktif untuk pengembangan sistem perlindungan yang lebih 

efektif dan sesuai dengan standar internasional.64 Nantinya diharapkan mampu 

diperoleh gagasan yang memiliki relevansi dengan bahasan permasalahan. 

3.3   Sumber Data, Pengumpulan data, Pengelolaan Data 

 3.3.1   Sumber Data 

Sumber merupakan lokasi saat seseorang dapat menemukan informasi terkait.  

Sumber-sumber kepustakaan dan literatur merupakan sumber data utama dalam 

Penulisan hukum normatif.65   Bahan hukum primer dan sekunder adalah kategori 

komponen hukum yang digunakan pada pengkajian ini.  Undang-undang, peraturan 

pemerintah, putusan pengadilan, dan perjanjian internasional merupakan contoh 

bahan hukum primer-sumber yang memiliki kekuatan hukum langsung.66 Bahan 

hukum primer meliputi atas: 

 
64 Jonaedy Effendy dan Johnny Ibrahim, Metode Penulisan Hukum: Normatif dan Empiris, (Jakarta: 

Prenada Media Group, 2016), 138. 
65 Muhaimin, op.cit., 56. 
66 Ishaq, Metode Penulisan Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, (Bandung: 

Alfabeta, 2017), 67. 
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1) Konvensi Pengungsi 1951 (Convention Relating to the Status of 

Refugees) 

2) Protokol 1967 (Protocol Relating to the Status of Refugees) 

3) UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) 

4) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 

5) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 

Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup bahan referensi seperti buku, 

jurnal, artikel, makalah, dan tulisan hukum lainnya yang memberikan interpretasi, 

analisis, dan pemahaman lebih lanjut tentang topik Penulisan. 

 3.3.2   Pengumpulan Data 

Pengumpulan data didefinisikan sebagai tahapan krusial pada penulisan hukum.  

Hal ini karena relevansi data berfungsi sebagai premis utama Penulisan.  

Mengetahui teknik pengumpulan data merupakan hal yang krusial karena akan 

memudahkan Penulis dalam menganalisis data sesuai dengan kebutuhan.  Dalam 

Penulisan ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi 

dokumen atau kepustakaan. Kedua metode tersebut melibatkan proses 

penganalisisan terhadap data tertulis yang berkaitan dengan aspek hukum. 

Langkah-langkah yang akan dilakukan mencakup identifikasi data yang relevan, 

inventarisasi data, pencatatan dan pengutipan data yang ditemukan, serta analisis 

data tersebut. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, Penulis dapat 

mengakses informasi hukum yang diperlukan untuk Penulisan dan melaksanakan 

proses analisis dengan tepat.67 

 3.3.3 Pengolahan Data 

Pengolahan data merupakan tahapan metodologis yang bertujuan untuk menyusun 

dan merapikan bahan hukum agar siap dianalisis secara sistematis dan ilmiah. 

Tahap pengolahan dilakukan sebelum proses penganalisisan substantif dan 

dilangsungkan pada keseluruhan data yang telah berhasil dikumpulkan. Pada 

kerangka Penulisan hukum normatif yang berfokus pada sumber data sekunder, 

 
67 Bachtiar, Metode Penulisan Hukum, (Jakarta: Unpam Press, 2018): 139–140. 
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pengolahan data mencakup tiga tahap utama. Pertama, seluruh hasil perolehan 

bahan hukum, baik aturan perundang-undangan, yurisprudensi, ataupun doktrin. 

Kedua, dilakukan proses seleksi dan klasifikasi terhadap bahan hukum berdasarkan 

tingkat relevansi dan keterkaitannya dengan fokus permasalahan hukum yang 

dikaji. Langkah ini penting untuk menyaring data hukum agar hanya yang 

berkontribusi terhadap rumusan masalah yang dijadikan dasar analisis. Ketiga, 

dilakukan deskripsi terhadap bahan hukum terpilih dalam format naratif yang 

runtut, sistematis, dan disertai penjelasan konteks normatifnya. Melalui proses ini, 

data hukum yang telah diolah dapat disajikan dalam bentuk yang terstruktur dan 

siap digunakan sebagai dasar dalam melakukan interpretasi hukum dan argumentasi 

yuridis dalam kerangka Penulisan.68 

3.4   Analisis data 

Analisis data adalah prosedur metodis yang berguna untuk memantau, mengatur, 

dan menyusun hasil pengumpulan data agar dapat dianalisis dengan baik.  Data 

pertama-tama dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang relevan, dan 

kemudian diuraikan, disintesiskan, dan disusun dalam pola-pola tertentu yang 

menggambarkan hubungan antara konsep-konsep hukum.  Penulis akan dapat 

mengembangkan kesimpulan yang dapat didukung oleh ilmu pengetahuan dengan 

memilih secara cermat data yang dianggap penting dan relevan dengan topik 

Penulisan. 

Pada Penulisan ini, yang berlandaskan metode normatif dengan pendekatan 

terhadap bahan hukum sekunder, analisis data dilakukan dalam tiga tahap utama. 

Pertama, tahap identifikasi, di mana bahan hukum yang telah dikumpulkan akan 

diidentifikasi dan diklasifikasikan berdasarkan kriteria hukum yang telah 

ditentukan sebelumnya, seperti jenis sumber, hierarki norma, dan keterkaitan 

substansi. Kedua, tahap evaluasi penemuan hukum, yang bertujuan untuk menelaah 

keterkaitan antara norma hukum yang ditemukan dengan fakta hukum atau isu yang 

sedang diteliti. Tahap ini berfungsi untuk menilai apakah norma tersebut dapat 

diterapkan dalam konteks yang dikaji. Ketiga, tahap implementasi hukum, yaitu 

 
68 Ibid.,158 
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analisis terhadap norma hukum yang telah teridentifikasi untuk mendapatkan 

pemahaman yang mendalam, serta untuk merumuskan implikasi praktis maupun 

teoritisnya terhadap isu hukum yang menjadi fokus Penulisan. 
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V. PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

Sejumlah temuan berikut ini diambil dari rumusan masalah Penulisan ini 

yang telah disusun sebelumnya: 

1. Konvensi Pengungsi tahun 1951 menjadi fondasi utama bagi perlindungan 

internasional yang dijalankan oleh PBB dan berbagai negara di dunia. 

Dokumen ini memberikan definisi jelas mengenai siapa yang dapat disebut 

sebagai pengungsi, awalnya hanya diberlakukan bagi pihak yang menjauh 

dari peristiwa sebelum 1 Januari 1951. Konvensi ini mencerminkan tekad 

bersama masyarakat internasional untuk menjaga hak asasi manusia dan 

memenuhi kebutuhan mendesak para pengungsi, terutama di masa-masa 

konflik. Dalam konvensi ini, terdapat sejumlah hak dasar yang wajib 

dihormati oleh negara-negara, seperti larangan mengembalikan pengungsi 

ke tempat asalnya secara paksa (non-refoulement), hak atas perlindungan 

hukum, serta aksebilitas layanan penting seperti pendidikan dan kesehatan. 

Melalui kerangka hukum ini, diharapkan negara-negara lebih bertanggung 

jawab dalam menangani isu pengungsi. Walaupun konvensi ini sudah lama 

berlaku, perlindungan terhadap pengungsi masih menghadapi banyak 

tantangan. Banyak negara kesulitan menerapkan aturan-aturan tersebut, 

apalagi di tengah meningkatnya sentimen anti-imigran. Oleh karena itu, 

dukungan dari masyarakat internasional sangat dibutuhkan agar 

perlindungan terhadap pengungsi semakin kuat dan hak-hak mereka tetap 

dihormati. Berdasarkan konvensi ini, seseorang dikategorikan sebagai 

pengungsi jika ia terpaksa meninggalkan negaranya karena ancaman nyata 
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terhadap keselamatan dirinya. Namun, dalam kenyataannya, banyak 

pengungsi mengalami kesulitan saat mencari perlindungan di negara lain, 

seperti masalah integrasi dan akses terhadap hak-hak dasar. Organisasi 

seperti ICRC dan UNHCR berperan besar dalam memastikan perlindungan 

bagi para pengungsi. Konvensi ini tidak mengatur secara rinci cara negara-

negara menerapkannya, sehingga masing-masing negara bebas menentukan 

prosedur sendiri. Penentuan Status Pengungsi (RSD) menjadi proses 

penting untuk menilai apakah seseorang benar-benar memenuhi kriteria 

sebagai pengungsi. UNHCR biasanya membantu proses ini, terutama di 

negara-negara yang belum meratifikasi konvensi, contohnya Indonesia. 

Indonesia sendiri menerapkan kebijakan imigrasi yang cenderung 

semiproteksionis dan menghadapi tantangan besar akibat masuknya 

pengungsi, khususnya dari etnis Rohingya. Namun, Indonesia tidak 

termasuk peserta pada Konvensi Pengungsi 1951, sehingga para pencari 

suaka sering kali kesulitan mendapatkan status hukum yang jelas. Meski 

begitu, pemerintah Indonesia tetap berusaha memenuhi kewajiban 

internasional melalui kebijakan nasional, misalnya lewat Peraturan Presiden 

Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.  

2. Semua penduduk dan orang asing, termasuk pengungsi dan pencari suaka, 

harus dilindungi di dalam perbatasan negara mana pun.  Perlindungan atas 

hak hukum individu termasuk dalam perlindungan ini.  Pengungsi 

mempunyai sejumlah hak yang wajib dijunjung tinggi oleh negara yang 

bukan penandatangan konvensi, termasuk kebebasan untuk meninggalkan 

tempat asalnya, pengakuan hukum, akses terhadap layanan sosial dan 

kesehatan, pekerjaan, pendidikan, dan perlakuan yang adil dan manusiawi.  

Selain itu, negara harus mencegah diskriminasi terhadap pengungsi dan 

menahan diri untuk tidak memaksa mereka kembali ke negara asalnya jika 

terjadi bahaya.  Keselamatan para pengungsi bergantung pada prinsip non-

refoulement. Melalui hal itu, penegakan hak begitu krusial bagi negara demi 

melindungi hak asasi dan martabat para pengungsi serta menciptakan 

lingkungan yang aman dan mendukung. 
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5.2 SARAN 

Berdasar pada data ini, penulis berpendapat bahwa negara-negara yang tidak ikut 

serta masih memiliki kewajiban hukum dan moral internasional untuk membela 

hak-hak pengungsi, seperti akses terhadap perlindungan hukum, perawatan 

kesehatan, dan pendidikan.  Suasana yang lebih ramah dan mendukung bagi para 

pengungsi politik dapat dicapai dengan meningkatkan pengetahuan publik tentang 

isu-isu pengungsi dan pentingnya melindungi mereka. Melalui penerapan dasar-

dasar perlindungan pengungsi ke dalam praktik dan menjalin kerja sama dengan 

komunitas internasional termasuk Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi 

(UNHCR) untuk menyediakan sumber daya dan bantuan teknis bagi para pengungsi 

politik.  Agar negara-negara yang tidak ikut serta dapat berkontribusi secara 

signifikan dalam mengatasi krisis pengungsi global, mereka harus menetapkan 

kebijakan nasional yang eksplisit mengenai perlindungan pengungsi termasuk 

prosedur pengakuan status pengungsi dan mekanisme perlindungan. 
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